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ABSTRACT

Institutional change is a change in regulations or rules deliberately created
aim ti changing or reducing transaction costs. Tax compliance costs is transaction
costs in taxation. In order to increase tax revenue, the government did tax reform.
First, the government changed the system of taxation Official Assessment System
(OAS) into a Self Assessment System (SAS) however, these efforts have not been
optimal because SAS instead increases tax compliance costs. In the next tax reform,
the government build a modern tax administration system one of which is the e-
invoice. A tax invoice online application maker to lower the cost of VAT
compliance.

The purpose of this study was to: 1) find changes in tax compliance costs
component based on descriptions of voting procedures to reporting VAT return
period before and after e-invoicing;2) describe the role of e-invoice in changing
compliance costs suffered by the taxpayer; 3) know the amount difference of VAT
tax compliance costs before and after e-invoice.

Qualitative approach case study method was used to answer the objectives
1 and 2, then the objective 3 was answered by comparing and perform Wilcoxon
Signed Ranks test of amount tax compliance costs. The results showed that the
adoption of e-invoicing eliminates direct costs such as the costs to buy or print the
invoice taxes form and lowering the cost of time to invoicing and filling the VAT
return. Implementation of e-invoice first make taxpayers bear big time cost to
understand and learn the e-invoice. The majority of taxpayers key persons feel that
the e-invoice does not reduce the cost of compliance. Based on the results of
different test-Wilcoxon Signed Ranks there is no significant difference between the
cost of tax compliance in the six months before and after the e-invoice is used.
However, there are significant differences between the estimated total cost of tax
compliance in one year before and one year after the e-invoice. The total estimated
compliance costs decreased 31% from one year without e-invoicing. This shows
that e-invoice as a form of institutional change, can not directly reduce transaction
costs, transaction costs will increase temporarily during the institutional actors is
in the process of adapting.

Keywords : Tax compliance costs, E-invoice, VAT, corporate taxpayers



Vii

ABSTRAKSI

Perubahan kelembagaan merupakan perubahan regulasi atau aturan yang
sengaja diciptakan dengan tujuan mengubah atau menur unkan biaya transaksi.
Biaya kepatuhan pajak merupakan biaya transaksi dalam perpajakan. Dalam rangka
meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah melakukan reformasi perpajakan.
Pertama, pemerintah mengubah sistem pungutan pajak dari Official Assesment
System (OAS) menjadi Self Assesment System (SAS) namun, upaya tersebut belum
optimal karena SAS malah meningkatkan biaya kepatuhan pajak. Pada reformasi
perpajakan selanjutnya, pemerintah membangun sistem administrasi perpajakan
modern salah satunya adalah e-faktur yang merupakan aplikasi pembuat faktur
pajak online untuk menurunkan biaya kepatuhan PPN.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) menemukan perubahan
komponen biaya kepatuhan pajak melalui deskripsi prosedur pemungutan hingga
pelaporan SPT Masa PPN sebelum dan setelah e-faktur;2) mendeskripsikan peran
e-faktur dalam mengubah biaya kepatuhan yang dialami wajib pajak; 3) mengetahui
perbedaan jumlah biaya kepatuhan pajak PPN sebelum dan setelah e-faktur.

Pendekatan kualitatif studi kasus digunakan untuk menjawab tujuan 1 dan
2, kemudian tujuan 3 dijawab dengan membandingkan dan melakukan uji beda
pada hasil perhitungan jumlah biaya kepatuhan pajak. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa penerapan e-faktur menghilangkan biaya langsung berupa
biaya langsung membeli atau mencetak blanko faktur pajak dan menurunkan biaya
waktu untuk membuat faktur pajak dan mengisi SPT. Penerapan e-faktur pertama
kali membuat wajib pajak menanggung biaya waktu yang besar untuk memahami
dan mempelajari e-faktur. Mayoritas key persons wajib pajak merasa bahwa e-
faktur tidak mengurangi biaya kepatuhan. Berdasarkan hasil uji beda Wilcoxon
Signed-Ranks tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara biaya kepatuhan
pajak pada 6 bulan sebelum e-faktur dan 6 bulan setelah e-faktur digunakan.
Terdapat perbedaan yang signifikan antara estimasi jumlah biaya kepatuhan pajak
pada satu tahun sebelum dan satu tahun setelah e-faktur. Jumlah estimasi biaya
kepatuhan menurun 31% dari satu tahun tanpa e-faktur. Hal ini, menunjukkan
bahwa e-faktur sebagai salah satu bentuk perubahan kelembagaan, tidak dapat
langsung menurunkan biaya transaksi, biaya transaksi akan meningkat sementara
selama pelakunya ada dalam proses berdaptasi.

Kata Kunci: Biaya kepatuhan pajak, E-faktur, PPN, Wajib pajak badan
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah mempunyai tiga fungsi dalam bidang ekonomi. Musgrave (1989)
menyebutkan fungsi-fungsi tersebut adalah; Pertama, mengatasi kegagalan pasar
(market failure) yang disebabkan adanya barang-barang publik, eksternalitas, dan
pasar persaingan tidak sempurna. Kegagalan pasar yang terjadi mengakibatkan
inefisiensi sumberdaya dalam sistem pasar. Untuk itu, pemerintah berfungsi sebagai
penyedia barang publik, pemerintah membuat peraturan (undang-undang) dan
menerapkan pajak serta subsidi agar eksternalitas negatif dapat dikurangi,
pemerintah juga melakukan penetapan harga maksimum (ceiling price) untuk
melindungi konsumen pada pasar persaingan tidak sempurna. Kedua,
mendistribusikan pendapatan dan kekayaan untuk mencapai pemerataan dan
keadilan. Pemerintah mendistribusikan sumber daya dari masyarakat mampu untuk
menjamin kesejahteraan masyarakat miskin, dengan cara menyalurkan penerimaan
pajak dari penghasilan masyarakat mampu kepada masyarakat miskin dalam bentuk
subsidi baik subsidi langsung maupun tidak langsung contohnya pemberian bantuan
langsung tunai (BLT) dan subsidi bahan bakar minyak (BBM) . Ketiga, menjaga
stabilitas ekonomi negara melalui berbagai usaha untuk mengatasi masalah

pengangguran dan fluktuasi ekonomi serta mempertahankan stabilitas harga.



Fungsi-fungsi ekonomi di atas maupun fungsi pemerintah lainnya hanya akan
dapat dijalankan apabila terdapat pembiayaan. Pembiayaan tersebut diperoleh dari
pendapatan negara berupa penerimaan pajak, penerimaan pendapatan bukan pajak
(PNBP) dan penerimaan hibah. Penerimaan pajak merupakan pendapatan negara yang
paling bisa diandalkan karena pajak akan terus ada selama masih ada aktivitas
ekonomi, sedangkan hibah diperoleh hanya apa bila ada yang memberikan, dan PNPB
terbatas karena bergantung pada kekayaan negara yang didominasi oleh kekayaan

sumber daya alam.

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah penerimaan perpajakan dari tahun 2010
hingga 2015 selalu menjadi yang terbesar dibandingkan jumlah PNBP dan hibah.
Dibandingkan dengan jumlah total penerimaan negara, penerimaan perpajakan setiap
tahunnya selalu berjumlah diatas 70%, sedangkan PNBP hanya diantara 15% hingga

27% dan hibah berjumlah dibawah 1% setiap tahun.
Tabel 1.1

Jumlah Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Hibah
tahun 2010-2016 (Triliyun Rupiah)

Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Penerimaan Perpajakan 723.3 8739 9805 1077.3 1246.1 1489.2

Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP)

Hibah 3 5.3 5.8 6.8 2.3 3.3
Total Penerimaan Negara  995.3 1210.6 1338.1 1438.9 16354 1761.6

2689 3315 351.8 3548 386.9 269

Sumber : Nota Keuangan APBN 2012, 2014, 2015



Penerimaan perpajakan dituntut untuk terus ditingkatkan sejalan dengan
meningkatnya kebutuhan pembiayaan negara. Pemerintah melakukan usaha-usaha
untuk meningkatkan penerimaan pajak, salah satu langkah besar yang telah
dilaksanakan adalah dengan melakukan reformasi perpajakan. Reformasi pertama
merupakan reformasi undang-undang perpajakan pada tahun 1983, yaitu merubah
sistem pemungutan pajak dari Official Assesment System (OAS) menjadi Self

Assasment System (SAS).

Wajib pajak dalam OAS bersifat pasif, jumlah pajak ditentukan oleh fiskus
(petugas pajak) sehingga, dianggap kurang adil dan kurang transparan bagi wajib pajak.
Kemudian, OAS juga erat dengan adanya konsekuensi kolusi antara wajib pajak dan
fiskus. Waluyo (2007) menyebutkan, perubahan OAS menjadi SAS bertujuan untuk
lebih memberikan keadilan dan kepastian hukum serta menyeimbangkan hak dan
kewajiban wajib pajak, menciptakan keterbukaan/transparansi, perbaikan adminstrasi
perpajakan dan memenuhi tuntutan aspirasi masyarakat sehingga mendorong
kepatuhan sukarela masyarakat akan pajak. Timbulnya kepatuhan sukarela masyarakat

dalam SAS tersebut, diharapkan dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak.

SAS vyang telah berjalan selama 33 belum dapat meningkatkan kepatuhan
sukarela masyarakat secara optimal seperti yang diharapkan. Hal ini, dapat dilihat dari
angka perbandingan antara realisasi pajak yang dipungut dengan potensi pajak yang
sebenarnya ada dalam perekonomian atau tax coverage ratio. Fuad Rahmany dalam

Gumiwang (2014) selaku Dirjen Pajak menyatakan bahwa tax coverage Indonesia



rendah, hanya sekitar 50% dari total yang sesungguhnya ada di perekonomian
Indonesia. Masih rendahnya kepatuhan masyarakat Indonesia terhadap pajak juga
dapat dilihat dari rasio kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) pajak pada

Tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2
Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
Indonesia 2010-2011

WP Tingkat
Orang  Kepatuhan
Pribadi Orang

Terdaftar  Pribadi

WP Tingkat  Penyampaian
Badan  Kepatuhan SPT Orang
Terdaftar WP Badan Pribadi

Tahun Penyampaian
Pajak  SPT Badan

2010 304012 1721058  17.69% 7428659 12380193 60%
2011 264980 2397773  15.22% 10934982 16376648 66.77%

Sumber : Hendri, Tesis Universitas Indonesia, 2012, hal 96

Tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah terutama wajib pajak badan, di
mana dari 1.721.058 dan 2.397.773 wajib pajak badan yang terdaftar hanya 17.69%
dan 15.22% yang patuh dalam melaporkan SPT pada tahun 2010 dan 2011.
Selanjutnya, Tabel 1.3 menunjukkan perkembangan rasio antara jumlah wajib pajak
badan yang terdaftar dengan wajib pajak badan yang patuh di Provinsi Jawa Tengah

bagian Utara dimana Kota Semarang termasuk didalamnya juga masih rendah.



Tabel 1.3
Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Badan Provinsi Jawa Tengah bagian Utara
tahun 2011-2015

Tahun Jumlah WP Badan Jumlah WP Keﬁss’lﬁan
Terdaftar Badan Patuh .

Pajak
2011 53,741 25,331 47%
2012 72,862 27,438 38%
2013 80,098 30,449 38%
2014 90,280 30,807 34%
2015 95,751 37,053 39%

Sumber : Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah |

Rasio kepatuhan pajak sama sekali tidak mengalami peningkatan, meskipun
jumlah wajib pajak badan terdaftar dan jumlah wajib pajak patuh terus meningkat
setiap tahunnya. Hal ini karena peningkatan wajib pajak patuh sedikit tidak sebanding
dengan peningkatan jumlah wajib pajak yang terdaftar, di mana wajib pajak terdaftar

mengalami peningkatan dalam jumlah yang besar setiap tahunnya.

Fakta-fakta diatas mendukung beberapa pendapat yang menyatakan bahwa
penerapan SAS kurang tepat. Enny Sri Hartati selaku direktur Institute for
Development of Economics and Finance (INDEF) dalam Harian Ekonomi Neraca (22
November 2013) menyatakan sistem self assessment yang dipakai dalam perpajakan
Indonesia akan tepat apabila diterapkan pada negara dengan kelembagaan yang baik,
di Indonesia masih sulit karena kesadaran dan kesiplinan masyarakat (wajib pajak)
masih rendah. Kemudian, Sandford (1990) dalam Mansor dan Hanefah (2008)
mengemukakan bahwa penerapan SAS akan menyebabkan penghindaran pajak dan

terbukti meningkatkan biaya transaksi perpajakan yang ditanggung wajib pajak atau



biaya kepatuhan pajak (compliance cost), karena terjadi pengalihan tanggung jawab
urusan perpajakan dari pemerintah ke wajib pajak. Dalam SAS urusan perpajakan akan
dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak, mulai dari kegiatan menghitung hingga

melaporkan pajak, sedangkan tugas fiskus hanya sebagai pembimbing dan pengawas.

Biaya transaksi merupakan biaya yang harus ditanggung oleh pihak-pihak yang
melakukan pertukaran dalam keadaan infromasi yang tidak sempurna, perilaku
oportunistik, dan keterbatasan rasionalitas pada para pelakunya (Shah, 2014). Prasetyo
(2008) mengemukakan bahwa dalam perpajakan biaya transaksi timbul karena dalam
kontrak yang mengikat masyarakat sebagai wajib pajak (undang-undang perpajakan)
terdapat informasi yang tidak sempurna. Hal itu, muncul karena keterbatasan rasional
(bounded rationality) manusia yang membuat tidak semua informasi yang kompleks
tertuang dalam undang-undang. Celah ketidaksempurnaan informasi dalam satu pasal
menyebabkan wajib pajak gagal memahami undang-undang perpajakan akan membuat
wajib pajak mengeluarkan biaya lebih besar untuk mengulangi perhitungan dan
pelaporan pajak terhutangnya. Biaya transaksi dalam perpajakan tersebut adalah biaya

yang sering di sebut sebagai biaya kepatuhan pajak (compliance cost).

Peningkatan biaya kepatuhan pajak akibat pengalihan tanggung jawab dari
pemerintah kepada wajib pajak dalam SAS akan membebani biaya non produksi wajib
pajak badan terutama wajib pajak badan usaha mikro dan kecil (UMK). Hal ini, sesuai
dengan pernyataan Mansor dan Hanefah (2008) bahwa penerapan SAS akan

meningkatkan beban wajib pajak dalam bentuk biaya kepatuhan, yang mungkin tidak



menjadi masalah untuk perusahaan besar tetapi bagi menimbulkan beban berat usaha

kecil dan menengah.

Dalam rangka menurunkan compliance cost yang meningkat akibat SAS,
selanjutnya pemerintah melaksanakan reformasi perpajakan jilid I dan Il yang salah
satunya adalah melakukan modernisasi administrasi pajak dengan membangun sistem
berbasis elektronik diantaranya adalah e-registration, e-SPT, e-faktur, e-filling, dan e-
biling. E-faktur merupakan sistem pembuat faktur pajak online yang wajib digunakan

wajib pajak badan usaha di wilayah pulau Jawa dan Bali pada bulan Juli tahun 2015.

Penelitian mengenai biaya kepatuhan pajak telah banyak dilakukan di banyak
negara, beberapa di antaranya adalah Mansor dan Hanefah pada tahun 2002 dan 2008
melakukan penelitian biaya kepatuhan pajak pada Usaha Kecil Menengah di Malaysia.
Eragbhe dan Modugu (2014) meneliti biaya kepatuhan pajak untuk meninjau seberapa
kompleks sistem pajak yang mempengaruhi perkembangan Usaha Kecil Menengah di
Nigeria, biaya kepatuhan pajak dihitung dikelompokkan menjadi biaya pajak internal,
eksternal, biaya suap dan biaya psikologis. Namun, penelitian mengenai dampak
modernisasi sistem perpajakan terhadap biaya kepatuhan pajak belum banyak
dilakukan, Klun (2009) yang mengkomparasi biaya kepatuhan pajak sebelum dan
setelah adanya reformasi pajak berupa pre-filed return (pengecekan atau pengisian
kembali surat pemberitahun pajak/return pajak penghasilan pribadi oleh wajib pajak
pada jumlah pajak yang telah dihitungkan oleh pemerintah ) dan e-filing (pelaporan

pajak online) pada wajib pajak pribadi di Slovenia serta Mansor dkk (2009) dan



Ibrahim (2014) yang menghitung estimasi biaya kepatuhan pajak penghasilan pribadi

(Personal Income Tax) di Malaysia pada sebelum dan sesudah menggunakan e-filing.

1.2 Rumusan Masalah

Perubahan sistem pemungutan pajak dari OAS menjadi SAS telah mengalihkan
tanggung jawab dari petugas pajak ke wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan dan
melaporkan sendiri pajak terhutangnya. Pengalihan tanggung jawab tersebut,
mengakibatkan meningkatnya beban biaya kepatuhan pajak. E-faktur merupakan
produk dari reformasi perpajakan jilid I dan 11 yang berupa aplikasi pembuatan faktur
pajak online yang bertujuan untuk dapat mengurangi biaya kepatuhan wajib pajak
badan usaha (DJP, 2007). Dalam perspektif ekonomi kelembagaan, modernisasi
administrasi perpajakan merupakan bentuk perubahan kelembagan yang sengaja
diciptakan oleh lembaga/otoritas (dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak) yang

bertujuan untuk mengubah atau menurunkan biaya transaksi (Yustika, 2013).

Berdasarkan uraian diatas, penulis berinisiatif melakukan penelitian yang
berfokus pada e-faktur, bagaimana e-faktur dapat mengubah atau menurunkan biaya
kepatuhan pajak yang dikeluarkan oleh wajib pajak badan UMK yang terdaftar pada
KPP Pratama Semarang Candisari. KPP Pratama Semarang Candisari dipilih, karena
tidak ada perbedaan peraturan dan kebijakan antara KPP Pratama di Kota Semarang

maupun di seluruh Indonesia.



Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah, maka pertanyaan

penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah;

1. Bagaimana perubahan teknis prosedur pelaporan PPN dan peran e-faktur yang
dirasakan wajib pajak dalam menghilangkan atau mengubah komponen biaya
kepatuhan pajak?

2. Apakah jumlah biaya kepatuhan pajak menurun atau berubah setelah penerapan e-

faktur ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitan

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Menemukan perubahan komponen biaya kepatuhan pajak melalui deskripsi
prosedur pemungutan, perhitungan, penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN
sebelum dan setelah e-faktur.

2. Mendeskripsikan peran e-faktur dalam mengubah biaya kepatuhan yang dialami
wajib pajak.

3. Mengetahui perbedaan jumlah biaya kepatuhan pajak PPN sebelum dan setelah e-

faktur.
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1.3.2 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan atau maanfaat

sebagai berikut;

1. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada pemerintah otoritas pajak untuk
mengoptimalkan penggunaan sistem administrasi modern sehingga biaya
kepatuhan pajak semakin tidak memberatkan wajib pajak terutama bagi wajib pajak
badan UMK.

2. Memberikan pengetahuan dan wawasan baru dalam ilmu ekonomi kelembagaan
dan ekonomi sektor publik terutama ilmu perpajakan mengenai biaya kepatuhan
pajak serta melengkapi penelitian-penelitian terdahulu dan menyediakan informasi

bagi penelitian selanjutnya.

1.4 Sistematia Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang tersusun sebagai

berikut:

BAB | : PENDAHULUAN

Bab | berisi tentang latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan

dan kegunaan penelitiaan, serta sistematika penulisan.

BAB Il : TELAAH PUSTAKA
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Bab 11 berisi tentang landasan teori yang melandasi penelitian, yaitu pengertian
pajak, pajak pertambahan nilai (PPN), pengertian wajib pajak badan, sistem dan syarat
pemungutan pajak, asas prinsip dan syarat pemungutan pajak, kepatuhan pajak dan
faktor-faktor yang mempengaruhi, modernisasi administrasi perpajakan, teori
perubahan kelembagaan, teori biaya transaksi, biaya kepatuhan pajak dan tinjauan
terhadap penelitian-penelitian terkait yang pernah dilakukan sebelumnya serta

kerangka pemikiran.

BAB Il : METODE PENELITIAN

Bab 11 berisi tentang objek dan informan penelitian, jenis dan sumber data,
metode pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan yaitu, pendekatan
penelitian kualitatif, metode studi kasus, uji keabsahan penelitian, biaya kepatuhan

pajak dan uji beda wilcoxon.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab 1V berisi gambaran objek penelitian yaitu gambaran KPP Pratama
Semarang Candisari dan karakteristik key persons. Pembahasan mengenai deskripsi
prosedur pemungutan, perhitungan, penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN,
deskripsi peran e-faktur dalam menurunkan biaya kepatuhan pajak yang dirasakan
wajib pajak, serta perbedaan komponen dan jumlah biaya kepatuhan pajak sebelum dan

setelah e-faktur.

BAB YV : PENUTUP
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Bab V berisi simpulan, batasan penelitian, dan saran yang terdiri dari implikasi

kebijakan dan saran untuk penelitian selanjutnya.



